
 

 

 

 

 

 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

PROVINSI PAPUA 

 

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

NOMOR : 15  TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, ketentuan mengenai pedoman 

teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan; 

  b. bahwa berdasarkan Lampiran BAB II Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf D Belanja 

Daerah huruf e. Belanja Hibah angka 9) dan huruf f. 

Belanja Bantuan Sosial angka 19) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata 

cara penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan 

sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Buati; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pegunungan Bintang. 

    

Mengingat :  1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian 

 

SALINAN 



Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2907); 

  2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten 

Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong 

Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, 

Kabupaten Yahukimo, Kabupate Tolikara, 

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, 

Kabupaten Bovel Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, 

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4245);  
 

  3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten 

Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja 

Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven 

Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, 

Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

  5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 



 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

Undang –undang nomor 2 tahun 2001 tenteng perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6697); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 



 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

  

 

 

 

 
 

17. 

 

 

 

 

 

18. 

       

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 926); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 

tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan 

Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6730); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 

tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan 

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam 

Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6731); 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 

Tahuan 2022 Nomor 03; 

 

Peraturan  Bupati Pegunungan Bintang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022.berita daerah kabupaten pegunungan bintang 

tahun 2022 nomor 3. 

    

    

    

  .  

    

    

 

M E M U T U S K A N 

    

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 

DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

    

BAB I. 

KETENTUAN UMUM 

 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang. 

5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan 3 tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

8. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang.  

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 

Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat 



perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya 

sesuai kebutuhan. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD 

atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan 

pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 

yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.  

17. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa 

kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, 

masyarakat dan organisasi kemasyarakat yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta 

tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

18. Belanja bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan dalam 

bentuk/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyakat yang sifatnya tidak terus menerus dan 

selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial masyarakat. 

19. Risiko sosial adalah kejadiaan atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, 

krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial. 

20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah 

naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. 

21. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila 

22. Bendahara pengeluaran PPKD adalah pegawai yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-

jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD. 



23. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/ organisasi yang 

paling sedikit memuat maksud, tujuan susunan panitia/pengurus dan 

rencana anggaran. 

24. Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan 

yang paling sedikit memuat tujuan susunan panitia/pengurus dan 

rencana anggaran. 

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas 

beban pengeluaran DPA-SKPD. 

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 

evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. 

 

BAB II 

HIBAH 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa uang, barang atau 

jasa kepada penerima hibah.  

(2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah Lainnya; 

c. Badan Usaha Milik Negara; 

d. Badan Usaha Milik Daerah; 

e. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia; dan/atau  

f. Partai Politik.  

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 

APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 



pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan 

pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan 

dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria 

paling sedikit: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;  

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 

c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran; 

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan; dan 

e. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

(6) Pemberian hibah tidak terus-menerus setiap tahun anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf c dikecualikan bagi penerima hibah sebagai 

berikut: 

a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih dengan APBN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 

b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah 

Daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. partai politik; dan/atau  

d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

(7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 

berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah 

non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah; 

b. hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih 

pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 



(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil 

pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah 

yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf d hanya dapat diberikan dalam bentuk uang 

dan/atau jasa. 

(6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah 

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, 

Gubernur, atau Bupati; 

c. badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial 

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat 

hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh 

pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan 

atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD 

terkait sesuai dengan kewenangannya; dan 

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan 

kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang 

telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang 



mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penganggaran 

 

Pasal 5 

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara 

atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan 

hibah secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan 

hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 

keuangan daerah. 

(5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi 

anggaran hibah dalam rancangan SKPD. 

(6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa 

 

Pasal 6 

(1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA- SKPD. 

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam kelompok 

belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan 

rincian obyek belanja hibah pada SKPD. 

(4) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah kepada: 

a. pemerintah pusat; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. badan usaha milik negara; 

d. badan usaha milik daerah; 

e. badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum 

Indonesia; dan 

f. partai politik. 

(5) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan 

dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 



 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

 

Pasal 7 

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD 

 

Pasal 8 

Tata cara pelaksanaan hibah berupa uang, barang dan/atau jasa meliputi: 

a. pengadaan barang dan jasa; 

b. pengusulan dan penetapan; dan 

c. penyaluran. 

 

Pasal 9 

(1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa 

yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD.  

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

penyaluran/penyerahan hibah. 

 

Pasal 10 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani 

bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 

ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; 

f. tata cara pelaporan hibah; dan 

g. sanksi. 

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima 

hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD 

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung (LS). 

 

Pasal 11 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan 

 



Bagian Keempat 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 12 

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati 

melalui SKPD terkait. 

 

Pasal 13 

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD 

dalam tahun anggaran berkenaan.  

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja 

hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan 

pada SKPD terkait. 

 

Pasal 14 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: 

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; 

c. NPHD; 

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah 

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti 

serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 

 

Pasal 15 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a) laporan penggunaan hibah; 

b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah 

yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 

c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan 

bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa 

barang/jasa. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 

huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan 

Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai 

peraturan perundang- undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek 

pemeriksaan. 

(5) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah. 



 

Pasal 16 

Besaran dan tatacara pemberian belanja hibah berupa bantuan keuangan 

kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB III 

BANTUAN SOSIAL 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang atau 

barang kepada penerima bantuan sosial.  

(2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: 

a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami 

risiko sosial; dan 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, 

kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak 

stabil sebagai dampak risiko sosial. 

(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

Kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 18 

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memenuhi 

kriteria sebagai berikut:  

a. selektif; 

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 

tertentu dapat berkelanjutan; dan 

d. sesuai tujuan penggunaan. 

 

Bagian Kedua 

Penganggaran 

 

Pasal 19 



(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas 

bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui Kepala SKPD 

sesuai urusan dan kewenangannya. 

(2) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan 

hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan 

daerah. 

(5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran 

bantuan sosial dalam rancangan RKPD. 

(6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. 

 

Pasal 20 

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak 

langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan 

rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD. 

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. individu dan/atau 

keluarga; b. masyarakat;dan c. lembaga non pemerintahan. 

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja 

langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang 

diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan 

sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang 

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 

 

Pasal 21 

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak 

langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja 

berkenaan pada SKPD.  

(2) Bantuan sosial berupa barangdianggarkan dalam kelompok belanja 

langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang 

diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan 

sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang 

akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial. 

 



Bagian Ketiga 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

 

Pasal 22 

(1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan 

peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar 

penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati, kecuali 

bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya. 

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau 

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada 

permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan 

atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat 

persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. 

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran 

langsung (LS). 

 

Pasal 23 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan 

 

Bagian Keempat 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

 

Pasal 24 

(1) Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan 

sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait. 

(2) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu 

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling 

lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. 

(3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima 

sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan 

sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.   

 

Pasal 25 

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial 

meliputi: 

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau 

surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;  

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; 



c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan 

bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan 

usulan; dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial 

berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan 

sosial berupa barang. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau 

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(3) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material 

atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

(4) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan 

sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau 

salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial 

berupa barang. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan 

huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan 

Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai 

peraturan perundang- undangan.  

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek 

pemeriksaan. 

 

BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 26 

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah 

dan bantuan sosial. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah 

yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

 

BAB V 

SANKSI 

 

 

Pasal 27 



(1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang menyimpang dari peruntukan 

yang telah disetujui dan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban 

hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait dikenai 

sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu 

selanjutnya. 

(3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial mendapatkan alokasi 

bantuan dari sumber dana yang lain, wajib mengembalikan dana hibah 

yang diterimannya ke Pemerintah Daerah. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 28 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

diatur oleh Kepala SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang. 
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